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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan kinerja program dan kegiatan
secara akuntabel di lingkungan Kementerian Pariwisata,
diperlukan pedoman untuk acuan penyelenggaraan
fungsi pemantauan dan evaluasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pariwisata tentang Pedoman Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di

Lingkungan Kementerian Pariwisata;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 545);

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi
Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1725) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20
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Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1969);

12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi
Khusus Fisik Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 212);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

Pasal 1
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
di lingkungan Kementerian Pariwisata dilaksanakan sesuai
dengan pedoman, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan
acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian
Pariwisata dalam rangka sinergi dan efektivitas fungsi

pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3
Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian
Pariwisata menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan program
dan kegiatan di unit kerja masing-masing dengan mengacu
pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini
paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Peraturan

Menteri ini ditetapkan.
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Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2017

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya dalam hal ini
disingkat SPPN, telah diatur tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah,
dan jangka pendek. SPPN ditujukan untuk menjamin agar pembangunan
nasional dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan SPPN,
tahapan perencanaan pembangunan merupakan sebuah siklus
perencanaan yang berkelanjutan dan terdiri dari tahap: penyusunan
rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan

evaluasi pelaksanaan rencana.

Penyusunan dan penetapan rencana mencakup dokumen:

1. Perencanaan jangka menengah, berupa Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang merupakan dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; dan

2. Perencanaan jangka pendek, berupa Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang merupakan dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Selain itu, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

dinyatakan bahwa kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana
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